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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” [QS. Ali Imran 139]. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk 

bertahan hidup dengan saling bergantung ataupun bersosialisasi dengan orang lain. 

Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk manusia itu sendiri tidak dapat 

terpenuhi tanpa bantuan orang lain, baik kebutuhan secara psikis maupun biologis. 

Adapun dalam proses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia 

kemudian bertemu dengan orang-orang lain sehingga terbentuklah suatu kelompok 

sosial di kehidupannya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia akan mengalami tiga peristiwa penting dalam 

hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkawinan menjadi suatu 

proses terpenting karena melalui proses ini manusia pun dapat berkembang.1 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka timbul suatu naluri dalam manusia untuk 

bergerak dan menemukan pasangan hidupnya. Manusia telah ditakdirkan hidup 

untuk berpasang-pasangan agar dapat membentuk suatu keluarga yang diwujudkan 

ke dalam suatu ikatan perkawinan. 

Perkawinan ialah suatu keperluan mendasar bagi makhluk hidup sebab dalam 

pelaksanaannya perkawinan tersebut mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan 

 

 

 

 

 

1 Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, “Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 
51, Mei 2013, hlm 1. 

 

1 
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manusia untuk hidup seperti, keinginan mendapatkan keturunan, keinginan 

mendapatkan kasih sayang serta keinginan untuk mendidik dan memelihara anak- 

anak yang dilahirkan agar dapat menjadi sosok yang berguna di dalam suatu tatanan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan, tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan 

generasi keturunan manusia di masa yang akan datang.2 

Di Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang jika diartikan secara 

bahasa berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga 

dikenal dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata “nikah” atau al-jam’u dan 

al-dhammu yang berarti berkumpul satu sama lain.3 Manusia yang merupakan 

makhluk sosial dan hidup saling bergantung satu sama lain menyebabkan mereka 

saling membutuhkan kemudian memutuskan untuk saling terikat pada ikatan 

perkawinan sebagai simbolis untuk membentuk suatu keluarga.4 

Pendapat lain datang dari Wirjono Prodjodikoro yang mengartikan perkawinan 

sebagai sebuah peristiwa hidup berdampingan dengan melibatkan seorang laki-laki 

& seorang perempuan apabila sebuah persyaratan khusus telah terpenuhi.5 

Perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu peristiwa hukum yang melibatkan 

dua orang antara suami dan istri, maka ketentuan mengenai perkawinan dituangkan 

ke dalam suatu ketetapan hukum Indonesia yang diketahui secara umum sebagai 

 

 

2 M. Zahroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Media 

Sahabat Cendikia, 2018, hlm 4. 
3 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dikutip dari Neng Widya Millyuner, dkk, 

“Interpretation of The Phrase “Coercion” in The Compilation of Islamic Law as Reasons for 

Cancellation of Marriage”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 274. 
4 Tengku Erwinsyahbana, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status 

Kewarganegaraan”, Mei 2019, hlm 1 
5 Wirjono Prodjodikoro dikutip dari Tengku Erwinsyahbana, Op. Cit, hlm 5. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 

UUP mengatakan definisi dari perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pengertian lain dari perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan mitsaqhan 

ghalizhan atau suatu perjanjian yang sangat kuat. Hal ini, ditegaskan dalam Pasal 2 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

yang mengartikan perkawinan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqhan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui unsur hakiki dalam ikatan 

perkawinan ialah kerelaan untuk mengikatkan diri sebagai suami dan istri atas dasar 

perasaan yang ridho. Ridho dalam artian rela untuk mengikatkan diri dalam bentuk 

ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Maka dari itu, 

rukun dari perkawinan Islam ialah ijab dan qabul. Tujuan dari perkawinan ini 

sendiri telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah.6 

Ikatan pekawinan sejatinya merupakan suatu perjanjian yang suci dalam proses 

terbentuknya suatu keluarga. Adanya unsur perjanjian dalam ikatan perkawinan itu 

sendiri terdapat pada saat akad sebagai proses pelaksanaan dari kedua calon suami 

dan istri tersebut. Melalui berbagai pengertian perkawinan tersebut dapat diambil 

 

6 Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, Op.Cit, hlm 2. 
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suatu kesimpulan bahwa perkawinan menghasilkan sebuah pertalian dengan 

melibatkan suami dan istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang bersifat kekal 

dan bahagia. 

Tiap-tiap manusia berhak untuk mengikatkan diri mereka pada suatu ikatan 

perkawinan. Hal ini sudah menjadi ketentuan di Pasal 28B Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka 

dari itu, suatu ikatan perkawinan bebas untuk dimiliki oleh siapapun karena itu 

merupakan hak kodrati bagi setiap manusia, dan negara berhak untuk melindungi 

hak-hak tersebut. 

Terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila suatu pasangan 

ingin melangsungkan ikatan perkawinan dengan berpedoman pada Pasal 2 Ayat 1 

dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi 

persyaratan tersebut adalah:7 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu; 

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

 

7 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, 

Jurnal Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Januari-Juni 2015, hlm 24. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum positif Indonesia mengatur 

bahwa suatu perkawinan dapat terjadi apabila memenuhi kedua unsur berikut, yaitu 

unsur kaidah negara dan kaidah agama.8 Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak 

bisa dianggap sah apabila tidak mengikuti hukum yang berlaku, yaitu mengikuti 

hukum Indonesia. Bagi seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan antara suami 

maupun istri maka keduanya haruslah tunduk dan berada dalam suatu keyakinan 

yang sama dan juga tidak berlainan terhadap aturan seperti tercantum di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Artinya, untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut pasangan suami dan 

istri harus berada dalam satu prinsip yang sama di dalam suatu perkawinan. Tidak 

jarang dalam proses tersebut sering kali terdapat perselisihan-perselisihan yang 

dihadapi oleh pasangan suami dan istri seperti terjadinya konflik eksternal dan 

konflik internal keluarga. Permasalahan tersebut menjadi pemicu kerusakan 

hubungan diantara anggota keluarga itu sendiri.9 

Perselisihan yang melibatkan suami dan istri dapat terjadi disebabkan adanya 

suatu kondisi bermasalah serta adanya terjadi perbedaan prinsip antara kedua 

pasangan suami istri tersebut sehingga dari adanya perselisihan dapat memicu suatu 

pertikaian. Hal ini dianggap sebagai sebuah dinamika dalam perkawinan, 

dikarenakan dalam perjalanan suami-istri membangun rumah tangga seringkali 

 

8 Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan: 

Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, 

Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 4 Nomor 1, April 2015, hlm 76. 
9 Nur Muhammad Nafiturrohman Asshofi, Tesis: “Konflik Keluarga Antara Suami Istri Dengan 

Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa 

Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2019), hlm 2-3. 



6 
 

 

terjadi pasang surut perkawinan. Ketidakharmonisan antara pasangan suami dan 

istri tersebut merupakan penyebab atas ketidaksiapan suami maupun istri tersebut 

melakukan perannya dalam suatu perkawinan. 10 

Adanya konflik terus menerus dalam suatu rumah tangga pada akhirnya 

menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan istri, dikarenakan dalam 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa 

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka 

tidak ada lagi harapan adanya untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. 

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri bisa disebabkan oleh beberapa 

hal, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip 

dan lain sebagainya. Apabila perselisihan tidak dapat dihindari, maka tujuan untuk 

membentuk tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan dapat tercapai. Maka, 

perceraian menjadi jalan satu-satunya bagi pasangan yang telah berselisih tersebut 

apabila dirasa telah gagal dalam membangun rumah tangga. 11 

Perbedaan prinsip dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian 

ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama dikarenakan dalam perbedaan 

tersebut tidak ditemukan titik terang dalam penyelesaian dan perdamaian terhadap 

keduanya sehingga timbul keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian. 12 

 

10 Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif 

Hukum Keluarga Islam”, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Volume 12 No. 2, Juni 2020, hlm 153. 
11 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013, hlm 21. 
12 Anggreany Haryani Putri dan Andang Sari, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari 

Perkawinan Beda Agama”, Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 1 Nomor 2, Juli 2019, hlm 152. 
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Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

menyebutkan secara rinci mengenai pengertian dari perceraian. Namun di dalam 

Pasal 38 UU Perkawinan telah disinggung mengenai putusnya suatu perkawinan, 

yang menjelaskan terkait 3 hal sebab-sebab dari putusnya sebuah perkawinan, yaitu 

karena kematian, perceraian dan atas putusan dari pengadilan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketika 

proses perceraian tersebut terjadi, maka pasangan suami dan istri yang ingin 

bercerai harus menyelesaikannya berdasarkan ketentuan dari hukum acara yang ada 

di Indonesia. 

Baik pihak suami maupun istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian, 

dapat dilakukan ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri. Namun, 

terkhusus untuk Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pihak yang dapat 

mengajukan gugatan hanyalah bagi pasangan yang beragama Islam pada saat 

melangsungkan perkawinan sedangkan bagi pasangan yang beragama selain Islam 

dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri setempat. 

Berdasarkan penjelasan mengenai perceraian tersebut, tidak dapat dipungkiri 

bahwa perceraian dapat terjadi pada setiap rumah tangga yang tidak berhasil 

menyelesaikan konflik internal dan eksternal yang terjadi diantara keduanya. 

Seperti halnya dalam putusan pengadilan No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg yang 
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merupakan suatu putusan tentang gugatan cerai yang diajukan pasangan suami dan 

istri yang mengalami perbedaan prinsip dikarenakan terjadi perpindahan agama 

dalam perkawinannya. 

Gugatan tersebut diajukan oleh JSH sebagai penggugat melawan suaminya, 

yaitu HP sebagai tergugat. Adapun isi dari gugatannya tersebut diketahui bahwa 

penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah 

melangsungkan perkawinan sejak tanggal November 1998 berdasarkan Akta 

Perkawinan Nomor: XXX/1998. Adapun pada saat melangsungkan perkawinan 

tersebut, keduanya sama-sama beragama katholik hal ini dibuktikan dengan 

pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Bandung. 

Selama perkawinan berlangsung keduanya pun tetap memiliki keyakinan yang 

sama, hingga pada bulan Januari 2019 pihak penggugat selaku istri memutuskan 

untuk berpindah keyakinan atau berpindah agama menjadi seorang muslim. 

Setelah pihak penggugat berpindah agama, pihak penggugat kemudian meyakini 

bahwa dirinya harus mengikuti ajaran dan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh agamanya, yaitu agama Islam. 

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS 

VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menyatakan bahwa suatu 

perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini yang membuat pihak 

penggugat merasa bahwa perkawinannya ini tidak dapat dipertahankan karena 

antara dirinya dan pihak tergugat telah memiliki perbedaan agama, yaitu Islam dan 

Katholik. 
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Pihak penggugat kemudian mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri 

Bandung, pihak penggugat pun menuntut agar majelis hakim dapat mengabulkan 

gugatannya dengan memutuskan perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat 

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Atas surat gugatan tersebut, 

pihak tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dirinya menyatakan tidak 

pernah terjadi pernikahan beda agama antara keduanya serta pihak tergugat juga 

tidak pernah melarang pihak penggugat yang telah berpindah agama tersebut untuk 

menjalani ibadah sesuai keyakinannya. 

Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan ini bertindak sebagai lembaga 

peradilan yang berhak dalam memutuskan dan mengadili perkara gugatan cerai 

yang diajukan oleh pasangan di luar agama Islam. Majelis Hakim di Pengadilan 

Negeri Bandung dalam hal ini telah memiliki berbagai pertimbangan hukum dalam 

memutuskan perkawinan dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat 

tersebut. 

Putusnya perkawinan dikarenakan salah satu pihak berpindah agama tersebut 

dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang melibatkan pasangan suami istri 

maupun bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan, seperti kewarisan dan 

hak asuh anak. Mengingat adanya perbedaan dua keyakinan atau agama antara 

pasangan suami dan istri. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mendapati adanya suatu 

permasalahan  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  No. 
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87/Pdt.G/2020/Pn.Bdg yang dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut ke dalam sebuah 

judul skripsi yang berjudul: 

“Perpindahan Agama (Katholik Ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian 

Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 

87/Pdt.G/2020/Pn.Bdg)” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai 

gugat dengan alasan perpindahan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 

2. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara perceraian 

dengan alasan perpindahan agama oleh majelis hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN/Bdg? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara cerai gugat dengan alasan perpindahan agama dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara 

perceraian dengan alasan perpindahan agama oleh majelis hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN/Bdg. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis: 

 

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan pada bidang ilmu hukum terkhususnya mengenai 

perkara perceraian. 

2. Manfaat Praktis: 

 

a) Bagi peneliti: 

 

Peneliti mampu menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari semasa 

perkuliahan dan dapat memperdalam ilmu pengetahuannya mengenai 

perkara perceraian. 

b) Bagi pembaca: 

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi 

pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai perkara 

perceraian. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini hanya akan terbatas pada 

pengkajian di bidang hukum perdata terkhususnya pengkajian terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg terkait perkara 

perceraian dengan alasan perpindahan agama (Katholik ke Islam). 
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F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori berfungsi sebagai suatu landasan dalam penggunaan teori- 

teori yang dipergunakan dalam skripsi ini. Tujuannya untuk memperkuat fakta 

dari penelitian permasalahan yang akan di analisis. Pada prinsipnya, dalam 

suatu penelitian diharuskan untuk menggunakan pemikiran teoritis. Sebab, 

kerangka teori bermanfaat untuk memperdalam fakta-fakta yang akan diteliti 

dan diuji kebenarannya serta dapat menjadi suatu petunjuk apabila penulis 

terdapat kekurangan ilmu pengetahuan. 13 Adapun teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teori Putusnya Perkawinan 

 

Pada Pasal 38 UU Perkawinan telah disebutkan bahwa sebab-sebab dari 

putusnya perkawinan ialah: 

a) Kematian; 

 

Apabila salah satu di antara suami ataupun istri ada yang meninggal 

dunia disaat itu juga perkawinan yang mengikat keduanya berakhir 

karena kematian salah satu pihak. 

b) Perceraian; 

 

Putusnya perkawinan karena perceraian ini seringkali disebabkan akibat 

tidak adanya jalan keluar dari konflik yang dihadapi oleh kedua 

pasangan suami dan istri. Baik antara pihak suami ataupun istri dapat 

 

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015, 

hlm 121-122. 
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mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Bagi pasangan yang 

beragama selain Islam dapat mengajukan gugatan perceraian ke 

pengadilan negeri, sementara bagi pasangan yang beragama Islam bisa 

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Akibat dari 

perceraian tersebut, maka berakhirlah ikatan perkawinan antara suami 

dan istri tersebut dikarenakan tidak adanya lagi ikatan lahir batin yang 

mengikat keduanya. 14 

c) Putusan Pengadilan. 

 

Maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini ialah 

adanya permohonan dari salah satu pihak atau pihak-pihak yang merasa 

dirugikan kepada pengadilan karena ketidakjujuran dan tidak adanya 

persetujuan dari pelaksanaan perkawinan tersebut sehingga pihak-pihak 

terkait meminta pengadilan untuk memutuskan perkawinannya.15 

b. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Ketika menghadapi suatu perkara, pengambilan keputusan sangat 

diperlukan oleh majelis hakim sebagai sosok yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut. Hakim diharuskan untuk dapat memproses dan 

mengolah data-data yang didapat selama persidangan berlangsung, seperti 

yang tertuang dalam Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti sehingga dalam 

 

 

 

14 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Op.Cit, hlm 18. 
15 Henni Zein, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan 

Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)”, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Volume 4 Nomor 1, 2019, 

hlm 5. 
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menjatuhkan putusannya tersebut akan berlandaskan dengan rasa tanggung 

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif. 

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan 

selain memuat alasan dan dasar putusan haruslah memuat suatu pasal 

tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. 

c. Teori Akibat Hukum 

 

Akibat hukum dapat diartikan sebagai tindakan dari suatu peristiwa 

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum kepada objek 

hukum dan menimbulkan suatu akibat.16 Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh 

seseorang yang melakukannya maka perbuatan tersebut bukanlah suatu 

perbuatan hukum. 

Adapun bentuk-bentuk dari suatu akibat hukum terbagi menjadi:17 

 

a. Lahirnya, berubahnya, hilangnya suatu keadaan hukum; 

 

b. Lahirnya, berubahnya, hilangnya suatu hubungan hukum yang 

melibatkan dua atau lebih subjek hukum seperti, hilangnya hak atau 

kewajiban pihak-pihak tersebut; 

 

 

16 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 86. 
17 Sovia Hasanah, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum”, diakses 

dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-- 

bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/, pada 24-08-2021, pukul 8.17 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/
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c. Lahirnya sanksi apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. 

 

2. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memuat pengertian- 

pengertian tertentu bagi suatu penulisan untuk dijadikan acuan dalam menulis 

yang biasanya memuat suatu perundang-undangan tertentu.18 Adapun kerangka 

konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Konsep Hukum Perkawinan 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Adapun dalam Pasal 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengartikan perkawinan sebagai 

akad yang mitsaqhan ghalizhan atau perikatan yang kuat dalam rangka 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga yang 

kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga memuat tujuan 

dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, 

mawadah, warrahmah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 137. 
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G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian ialah sebuah metode yang diterapkan secara ilmiah untuk 

mengetahui dan memperoleh data yang kuat dengan tujuan agar suatu 

pengetahuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Artinya, metode 

tersebut bisa bermanfaat dalam proses memahami dan memecahkan suatu 

permasalahan.19 Maka dari itu, metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau bisa 

disebut dengan penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum 

yang seringkali diartikan sebagai suatu kaidah yang dijadikan landasan bagi 

suatu masyarakat untuk berperilaku terhadap sesuatu yang dianggap pantas 

atau juga hukum seringkali dikaitkan sebagai sesuai yang tertulis di dalam 

peraturan perundang-undangan. 20 

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau 

bahan-bahan kepustakaan pada dasarnya meliputi21: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 

 

b. Sistematika hukum, 

 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, 
 

 

19 Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm.3. 
20 Ibid, hlm 124. 
21 Ibid, hlm 129. 
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d. Perbandingan hukum, dan 

 

e. Sejarah hukum. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Adapun sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, jenis 

pendekatan penelitian yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 

Penelitian dengan pendekatan ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang 

menjadi pokok dari sebuah penelitian dikarenakan penelitian ini 

akan menggunakan berbagai aturan hukum terkait. 22 

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan konsep ini digunakan dengan maksud untuk memahami 

arti dalam suatu istilah-istilah yang ada dalam ilmu hukum sehingga 

peneliti akan mendapati gagasan-gagasan yang kemudian dapat 

mencetuskan suatu pengertian hukum, konsep hukum serta asas 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.23 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian dengan 

cara menganalisis kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana 

 

 

 

 

 

22 Ibid, hlm 132. 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 

2014, hlm. 177-178. 
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terlihat dalam suatu yurisprudensi terhadap suatu perkara yang 

menjadi fokus dari penelitian. 24 

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum 

 

Adapun sumber dari bahan-bahan hukum yang akan digunakan penulis 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek); 

 

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

 

4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam; 

5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama; 

8) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak; 

 

 

 

 

24 Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm 146. 
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9) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS 

VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan 

memaparkan deskripsi terperinci dari bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini.25 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini 

akan menyertakan dan memberikan penjelasan lebih lanjut 

berkenaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum, media informasi lainnya melalui internet dan 

lain-lain.26 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini ialah dengan teknik studi kepustakaan, teknik tersebut 

merupakan teknik penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari 

landasan teoritis dari suatu masalah. 27 Adapun tujuannya adalah untuk 

menentukan cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 

 

25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13. 
26 Ibid. 
27 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, 

hlm 113. 
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permasalahan pada penelitian ini. Singkatnya, dengan teknik studi 

kepustakaan peneliti dapat memperoleh petunjuk terkait penelitian serupa 

terkait permasalahan yang diteliti 28 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini selanjutnya akan 

dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis secara deskriptif. Dengan 

teknik analisa tersebut, peneliti akan menjelaskan tentang sebuah peristiwa 

hukum atau kondisi hukum tertentu.29 Agar nantinya dapat ditarik sebuah 

kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi jawaban dari permasalahan 

hukum dalam penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah metode penarikan kesimpulan induktif. Metode penarikan 

kesimpulan induktif ialah suatu metode penarikan kesimpulan dengan 

menganalisis suatu peristiwa tertentu untuk kemudian diambil kesimpulan 

berupa suatu gagasan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini dan dapat diterapkan pada permasalahan serupa di masa 

yang akan datang.30 

 

 

 

 

 

 

28 Ibid. 
29 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 

Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016, hlm. 152. 
30 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Buku Obor, 2021, hlm. 118 
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